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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa organisasi perangkat daerah merupakan sarana
pendukung terselenggaranya pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat secara utuh, berdaya guna dan berhasil
guna;

bahwa Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Waru
sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah sangat
diperlukan keberadaannya sebagai rujukan pasien yang
berdomisili di wilayah utara;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Republik Nomor 09);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupeten Pamekasan Tahun 2008
Nomor 4 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14
Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
Nomor 15);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Oganisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun

2008 Nomor 3 Seri D) yang telah diubah dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2012 Nomor 2 Seri D); dan

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2013 Nomor 16);

untuk ketiga kalinya diubah sebagai berikut :

1. Diantara Paragraf 3 dan Paragraf 4 BAB III Bagian Kedua
disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 3A dan
diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3A
Rumah Sakit Umum Daerah Waru
Pasal 25A

Rumah Sakit Umum Daerah Waru terdiri atas :

Direktur;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan,;

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;

Instalasi;

Komite;

Staf Medik Fungsional dan Staf Fungsional Lainnya;,
dan

h. Satuan Pengawas Intern.
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2. Ketentuan 41A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

BAB IIIA
ESELONISASI
Pasal 41A

(1) Kepala Badan, Inspektur, dan Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah dr. H. SLAMET
MARTODIRDJO merupakan Jabatan Struktural
Eselon IIb.



(2) Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu,
dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.
H. SLAMET MARTODIRDJO merupakan Jabatan
Struktural Eselon Illa.

(3) Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Waru merupakan Jabatan
Struktural Eselon IIb.

(4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub
Bidang, dan Kepala UPT Badan merupakan Jabatan
Struktural Eselon IVa.

(5) Kepala Sub Bagian pada UPT Badan merupakan
Jabatan Struktural Eselon IVb.

3. Di antara Lampiran III dan Lampiran IV disisipkan 1
(satu) lampiran yakni Lampiran IIIA yang berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Daerah ini.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Agustus 2014

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII
Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 25 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 9



BAGAN LAMPIRAN IITA PERATURAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN PAMEKASAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NOMOR :2 TAHUN 2014
WARU TANGGAL : 6 AGUSTUS 2014
BUPATI
WAKIL BUPATI

SEKRETARIS DAERAH

DIREKTUR  |----mmmmmmmmmeemeee !
SATUAN
PENGAWAS
INTERN
KOMITE KOMITE
SUB BAGIAN
TATA USAHA
T SEKSI
PELAYANAN MEDIK
DAN PENUNJANG MEDIK
KEPERAWATAN DAN NON MEDIK
KELOMPOK
STAF MEDIK INSTALASI JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL

BUPATI PAMEKASAN,




